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Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki persepsi bahwa pajak 
merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan hingga akhirnya 
melakukan strategi penguranan tarif pajak atau agresivitas pajak. Tindakan ini 
menjadikan perusahaan dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial serta 
tidak sesuai dengan kaidah corporate social responsibility(CSR) dan kaidah 
ekonomi Islam.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh 
pengungkapan corporate social responsibility (CSR) terhadap agresivitas pajak 
perusahaan dan pandangan Islam mengenai pengaruh pengungkapan corporate 
social responsibility (CSR) terhadap agresivitas pajak. Variabel independen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan corporate social 
responsibility (CSR).Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah 
agresivitas pajak yang diukur menggunakan ukuran effective tax rates.Penelitian 
ini menggunakan tiga variabel kontrol yaitu profitabilitas, leverage, dan capital 
intensity.Penelitian ini menggunakan sembilan puluh sembilan perusahaan yang 
terdaftar dalam indeks LQ45 pada Bursa Efek Indonesia sebagai sampel 
penelitian.Sampel penelitian dipilih dengan metode purposive sampling dan 
diperoleh enam belas perusahaan pertahun 2010-2018.Data dianalisis 
menggunakan model analisis regresi ordinary least square.Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa CSR memiliki hubungan berarah negatif dengan agresivitas 
pajak.Masalah CSR dan agresivitas pajak berkesesuaian dengan firman Alloh Swt. 
di dalam QS.Al-Qasas ayat 77. 









                          
           
“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Alloh 
kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah 
(kepada orang lain) sebagaimana Alloh telah berbuat baik kepadamu, dan 






ٍُْم  ُمَّ ٌَاَعلِ ٍُْق َحقِْقىَا تٍَِْحقَا ئِِق ااَللٍَّ ٌَاَحقِ َ ِق الِحْلِم  ُْ ٍُْم َخلِْقىَا تُِخلُ ٌَاَحلِ َ ٌَاٌَاِد َعلِْمىَا تِِعْلِمَك َماتَْشَضايُ َعىَّا  َ لِعْلِم 
لَ  َ ٍِْم  ٍْ ِب َعل ُْ ٍِْش اْلَمْغُض ٍِْم َغ ٍْ ٌَْه اَْوَعْمَت َعلَ ٍَْم ِصَشاطَ الَِّز َشطَ اْلُمْستَقِ ٌِْذوَاالصِّ ٍْهَ اِ آلِّ الضَّ  
"Ya Alloh ajarkanlah kami dengan ilmu-Mu, wahai Dzat yang Maha Bijaksana 
berilah kami akhlak yang bijaksana, wahai Dzat yang Maha Haq limpahkanlah 
haq pada kami dengan haq-haqnya ilmu-Mu, wahai Dzat yang menunjukkan, 
tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah 
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Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Penerbit Madinatul 
Ilmi, 2012), h. 394. 
2
Miftahul Huda 407, Kumpulan Do’a-Do’a (Lampung Barat: Pondok Pesantren Miftahul 
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A. Penegasan Judul 
Penegasan dilakukan sebagai proses penekanan terhadap pokok 
permasalahan yang akan dibahas. Dalam penegasan ini akan diuraikan arti dan 
makna beberapa istilah sesuai judul penelitian. Hal ini dilakukan untuk 
menghindari terjadinya kesalahan persepsi terhadap tujuan penelitian dan untuk 
memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat mempermudah pemahaman 
terhadap penelitian ini. 
Judul penelitian ini yaitu Analisis Pengaruh Corporate Social 
Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Perspektif Ekonomi Islam(Studi 
Empiris pada Perusahaan yang Tergabung dalam Indeks LQ45 Periode 2010-
2018). Istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut: 
1. Analisis yang dimaksud di sini yaitu analisis data yang memiliki pengertian 
sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 
dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 
cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-
unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 
penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
3
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2. Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang, benda 
dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan gaib dan sebagainya.
4
 
3. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan usaha penyeimbangan 
komitmen yang dilakukan oleh suatu bisnis terhadap kelompok dan individu 
dalam lingkungan bisnisnya yang meliputi konsumen, pembisnis lain, 
karyawan, investor, dan komunitas lokal.
5
 
4. Agresivitas Pajak merupakan tindakan yang dirancang atau dimanipulasi 
untuk mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak yang tepat, yang 
diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai tax evasion.
6
 
5. Ekonomi Islam merupakan kumpulan prinsip umum tentang prilaku 
ekonomi umat yang diambil dari Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi Muhammad 
Saw dan pondasi ekonomi tersebut dibangun atas dasar pokok-pokok itu 




B. Alasan Memilih Judul 
1. Alasan Objektif 
Pada tahun 2015 lalu Indonesia belum mampu mewujudkan sepenuhnya 
ratifikasi kesepakatan Global Millenium Development Goals (MDGs) yang 
                                                             
4
Suharso, Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux (Semarang: Widya 
Karya, 2017), h. 369. 
5
Ricky W. Griffin, Ronald J. Ebert, Bisnis Edisi ke Delapan Jilid 1, terjemahan Sita 
Wardhani (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), h. 68. 
6
Mary Margaret Frank, Luann J. Lynch, Sonja Olhoft Rego, “Tax Reporting 
Aggressiveness and Its Relations to Aggressive Financial Reporting”, The Accounting Review, 
Vol. 84 No. 2 (Maret 2009), h. 467-496. 
7









Sejatinya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bukan hanya tugas 
pemerintah, tetapi juga merupakan tugas seluruh masyarakat.Kontribusi yang 
seharusnya dilakukan oleh masyarakat yaitu ketaatan dalam membayar pajak. 
Namun, Yenni Mangoting dalam penelitiannya menyebutkan bahwa wajib 
pajak (dalam hal ini perusahaan) menganggap pajak sebagai beban yang perlu 
diminimalisasi dengan melakukan tax planning.
9
 
Tax planning yang belakangan populer dengan sebutan agresivitas pajak 
juga pernah diteliti oleh Lanis dan Richardson pada tahun 2012. Disebutkan 
bahwa agresivitas pajak semakin umum terjadi pada perusahaan di seluruh 
dunia.Padahal agresivitas pajak sebenarnya tidak hanya menghasilkan manfaat 
tetapi juga dapat menghasilkan biaya yang signifikan.
10
 
Bagi negara Indonesia, tindakan agresif pajak tentu dapat sangat 
merugikan mengingat kedudukan pajak sebagai sumber utama pendapatan 
negara.Salah satu solusi untuk permasalahan ini yaitu pengungkaan penerapan 
CSR oleh perusahaan.Watson pada tahun 2014 menyatakan bahwa perusahaan 
yang mempunyai peringkat rendah dalam CSR lebih agresif melakukan strategi 
                                                             
8
Lisbet, “Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) Di Indonesia Melalui 
Kerjasama Internasional”.Politica, Vol. 4 No. 1 (Mei 2013), h. 129-156. 
9
Yenni Mangoting, “Tax Planning: Sebuah Pengantar sebagai Alternatif Meminimalkan 
Pajak” Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 1 No. 1 (Mei 1999), h. 43-53, Dikutip oleh 
Maretta Yoehana, “Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas 
Pajak”.(Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, 2013), h. 
3. 
10
Grant Richardson, Roman Lanis, “Corporate social responsibility and tax 




terhadap pajak dibanding perusahaan yang sadar sosial.
11
Hal yang serupa juga 
diungkapkan oleh Lanis dan Richardson pada tahun 2012.Di Indonesia 
penelitian serupa juga pernah dilakukan di antaranya oleh Pradnyari bersama 
Rohman pada tahun 2015, dan memiliki kesimpulan yang serupa pula. 
Penelitian Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social 
Respondsibility Terhadap Agresivitas Pajak Perspektif Ekonomi Islam ini 
dilakukan sebab di Indonesia penelitian serupa seperti yang dilakukan oleh 
Pradnyari dan Rohman atau peneliti-peneliti terdahulu lainnya hanya 
mengungkapkan hasil dari sampel yang terbilang kecil dalam rentan waktu 
yang terlalu singkat. Kemudian, penelitian ini juga dilakukan karena belum 
ditemukannya penelitian serupa yang menilik dari sudut pandang ekonomi 
syariah.Penelitian ini juga perlu dikaji dari sudut pandang ekonomi syariah 
Islam sebab tindakan agresivitas pajak dan CSR juga merupakan tindakan yang 
dijelaskan di dalam ekonomi Islam. 
Pemilihan sampel penelitian berupa perusahaan-perusahaan yang terdaftar 
di indeks LQ45 dilakukan sebab perusahaan yang terdaftar di indeks pasar 
saham ini merupakan perusahaan yang dianggap paling likuid, serta memiliki 
kondisi keuangan dengan prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi. 
Pemilihan tahun penelitian yang dimulai dari laporan keuangan tahun 2010 
sampai tahun 2018 yaitu karena tarif perpajakan terbaru, berlaku sejak tahun 
2010. Penelitian ini berakhir pada laporan keuangan di tahun 2018 sebab 
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penelitian dilakukan sejak tahun 2019, sehingga data yang sudah tersedia 
secara lengkap yaitu data laporan keuangan sampai tahun 2018. 
2. Alasan Subjektif 
Secara subjektif penelitian ini dilakukan karena ketersediaan literatur atau 
referensi yang menunjang upaya penyelesaian skripsi ini.Penelitian ini juga 
dilakukan karena adanya kesesuaian objek kajian dengan prodi ekonomi 
syariah. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Pada tahun 2000 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan 
Millenium Development Goals (MDGs). Melalui MDGs ini tujuan negara-
negara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran global 
ditargetkan akan tercapai pada tahun 2015. MDGs meliputi penghapusan 
kemiskinan dan kelaparan, pendidikan untuk semua orang, promosi kesetaraan 
gender, penurunan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi 




Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi kesepakatan 
global tersebut, yang artinya pemerintah harus serius melakukan berbagai 
upaya agardelapan sasaran yang dicanangkan PBB bisa dicapai sesuai dengan 
target waktu yang ditetapkan.Komitmen Indonesia secara nyata terealisasi 
dengan keberhasilan Indonesia mencapai beberapa target dalam tujuan MDGs 
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yakni mencapai pendidikan dasar untuk semua orang, mendorong kesetaraan 
gender dan pemberdayaan perempuan, serta menurunkan angka kematian anak. 
Beberapa tujuan MDGs yang belum dicapai Indonesia adalah menanggulangi 
kemiskinan dan kelaparan,
13
 meningkatkan kesehatan ibu, memerangi 
HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian 
lingkungan hidup, kemudian pada tahun 2015 lalu Indonesia juga belum 
berhasil membangun kemitraan global untuk pembangunan.
14
 
Mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran sejatinya adalah tugas 
seluruh masyarakat Indonesia.Pemerintah harus bisa menarik masyarakat dan 
pihak perusahaan atau swasta untuk terlibat aktif dalam pembangunan, baik di 
dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Kolaborasi antara pemerintah 
bersama masyarakat dan juga pihak perusahaan atau swasta ini dilakukan untuk 
mewujudkan kegiatan pembangunan dengan mengutamakan program prioritas 
yang dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti 
meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan perluasan lapangan kerja 
sebagai pilar pembangunan. Salah satu cara masyarakat dan pihak perusahaan 
atau swasta terlibat aktif dalam pembangunan yaitu dengan tertib membayar 
pajak. 
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Pemerintah dalam mengatur, menstabilkan, dan mengembangkan kegiatan 
ekonomi negara membutuhkan dana yang besar. Dana pembangunan oleh 
pemerintah bersumber dari penerimaan negara meliputi pajak, retribusi, 
pinjaman, keuntungan BUMN/BUMD, dan lain-lain. Informasi APBN 2019 
menyebutkan pendapatan negara pada tahun 2019 ini sebesar Rp 2.165,1 
Trilliun yang berasal dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Rp 378,3 
Trilliun, hibah Rp 0,4 Trilliun, dan penerimaan perpajakan Rp 1.786,4 Trilliun. 
Pajak menjadi sumber utama pendapatan Negara dengan persentase 82,5%, 
sedangkan PNBP dan hibah memberikan kontribusi sebesar 17,5%.
15
 
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mencatatkan dalam periode 
tahun 2010-2018 pemerintah mampu meningkatkan realisasi penerimaan 
Negara melalui pembayaran pajak (baik pajak dalam negeri maupun pajak 
perdagangan internasional) sebesar Rp 723.307,00 milyar pada tahun 2010 
menjadi Rp 1.786.378,70 milyar pada tahun 2019. Dalam periode tersebut, 
total penerimaan perpajakan cenderung mengalami peningkatan, seperti yang 
terlihat dalam Tabel 1.1 berikut. 
Tabel 1.1 
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Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2019 
Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek 
pajak badan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 
pasal 2 ayat (1) huruf b.Richardson dan Lanis dalam penelitiannya pada tahun 
2007 menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi 
akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat 
profitabilitas yang lebih rendah. Namun, tujuan utama setiap perusahaan bisnis 
adalah peningkatan nilai demi meningkatkan profit.Sehingga tujuan pemerintah 
untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan 
tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak yang berusaha untuk 








Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya.Sehingga perlu dilakukan 
usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya.Usaha-usaha 
atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari tax 
planning.Tujuan yang diharapkan dengan adanya tax planning ini adalah 
meminimalkan pajak terutang untuk mencapai laba yang optimal.
17
 
Lanis dan Richardson menjelaskan bahwa pajak merupakan faktor 
pendorong dalam keputusan perusahaan. Manajerial perusahaan akan 
merancang strategi semata-mata untuk meminimalkan pajak perusahaan 
melalui kegiatan agresif pajak. Hal ini menjadi strategi yang semakin umum 
terjadi pada perusahaan di seluruh dunia.Namun, agresivitas pajak perusahaan 
sebenarnya dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan.
18
 Di satu 
sisi, perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya, tetapi disisi lain 
tindakan ini menjadi perhatian publik yang dapat menimbulkan persepsi 
negatif dan mempengaruhi nama baik perusahaan, bahkan dapat 
mempengaruhi keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu, 
perusahaan memiliki kewajiban mengenai tanggung jawab sosial perusahaan 
yang akan berdampak negatif apabila tidak dilakukan sesuai harapan 
masyarakat. 
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Banyak peneliti telah mengungkapkan pengertian maupun pemahaman 
mengenai agresivitas pajak.Beberapa peneliti dan literatur menggunakan istilah 
yang berbeda untuk menjelaskan agresivitas pajak perusahaan. Frank, Lynch, 
dan Rego menjelaskan tindakan agresif pajak adalah tindakan yang dirancang 
atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak 
yang tepat, yang diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai tax 
evasion,
19
yaitu upaya yang dilakukan untuk menghindari pajak secara ilegal 
dengan tidak melaporkan penghasilan atau melaporkan tetapi bukan nilai 
penghasilan yang sebenarnya. 
Sedangkan Timothy menyatakan bahwa agresivitas pajak dapat dilihat 
dengan dua cara, salah satunya adalah cara legal yang diperkenankan oleh 
hukum yang berlaku, yang disebut dengan legal tax avoidance dan merupakan 
salah satu layanan sah yang diberikan oleh akuntan, kemudian cara kedua 
adalah tax sheltering yaitu upaya untuk mendesain transaksi yang bertujuan 
untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan.
20
 
Watson menyatakan dalam penelitiannya bahwa perusahaan yang 
mempunyai peringkat yang rendah dalam Corporate Social Responsibility 
(CSR) sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial 
sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan 
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perusahaan yang sadar sosial.
21
Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah 
untuk menganalisis pengaruh CSR terhadap tingkat agresivitas pajak yang 
dilakukan oleh perusahaan. 
Pemberlakuan CSR oleh perusahaan bersandarkan pada triple bottom line 
yang memiliki konsep bahwa di dalam pelaksanaan bisnisnya, perusahaan 
harus mempertimbangkan tiga aspek yaitu people, planet, dan profit.CSR atau 
sering juga disebut tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan isu yang 
terus berkembang. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 
pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah 
komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi 
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang 




Kaitan antara CSR dengan agresivitas pajak telah diteliti oleh beberapa 
peneliti seperti Lanis dan Richardson juga Watson.Lanis dan Richardson pada 
penelitiannya mengenai analisis empiris pada CSR dan agresivitas pajak 
menjelaskan bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan 
dan kelangsungan hidup perusahaan.Akan tetapi, tingkat keterlibatan 
perusahaan dalam mengungkapkan CSR adalah tidak wajib.Lanis dan 
Richardson menyusun sejumlah analisis empirik untuk mengetahui apakah 
pendekatan perusahaan untuk CSR berhubungan dengan tingkat agresivitas 
pajak. Penelitian dilakukan dengan menggunakan Effective Tax Rates (ETR) 
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sebagai alat pengukur agresivitas pajak, hasil regresi yang ditemukan 
menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR dari suatu 
perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut. 
Hubungan antara CSR dengan agresivitas pajak dengan pengukuran 
agresivitas pajak yang diuji oleh Watson menggunakan proksi UTB 
(Unrecognized Tax Benefit) mengahasilkan kesimpulan bahwa CSR 
mempunyai efek mengurangi tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan. 
Tindakan agresivitas pajak di dalam Islam diyakini sebagai perbuatan yang 
tidak baik.Selama pajak yang diwajibkan oleh negara diambil secara adil dan 




                           
         
“Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka 
yang beriman kepada Alloh dan Rosul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-
ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Alloh.Mereka 
itulah orang-orang yang benar.”
24
 (QS. Al-Hujurat: 15) 
 
Ayat ini menyatakan bahwa mukmin yang beriman kepada Alloh tidak 
akan segan dalam berkontribusi harta dan jiwa di jalan Alloh. Dalam hal ini 
kontribusi pajak untuk kesejahteraan dan pembangunan bangsa juga 
merupakan jalan yang Alloh tunjukkan. 
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Pelaksanaan CSR dalam Islam juga merupakan salah satu upaya 
mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat 
dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan 
distribusi kekayaan di masyarakat.Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi 
pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan 
hanya pada segelintir orang. Hal ini seperti firman Alloh yang tertuang dalam 
penggalan Al-Qur‟an berikut, 
…       … 
“…Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja 
diantara kamu…”
25
 (QS. Al-Hasyr: 7) 
Tanggung jawab etis praktik CSR dalam pelaporan untuk pengungkapan 
aktivitas-aktivitas CSR kepada masyarakat penting sekali dilakukan. Hal ini 
sesuai dengan prinsip-prinsip mendasar yang membentuk filosofi kebajikan 
lingkungan yang dilakukan secara holistik oleh Nabi Muhamad Saw yaitu 
keyakinan akan adanya saling ketergantungan di antara makhluk ciptaan Allah, 




Di Indonesia penelitian mengenai hubungan antara CSR dan agresivitas 
pajak sebelumnya menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2013.Sedangkan objek penelitian 
ini menggunakan Wajib Pajak Badan Perusahaan yang terdaftar di indeks 
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LQ45 yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI).Penelitian ini mengurangi dua 
variabel kontrol dari penelitian terdahulu yaitu ukuran perusahaan dan 
inventory intensity karena kurang sesuai untuk diterapkan pada objek penelitian 
ini.Variabel kontrol yang dipakai dalam penelitian ini adalah profitabilitas, 
leverage, dan capital intensity. Analisis pengaruh CSR terhadap agresivitas 
pajak dalam penelitian ini menggunakan uji regresi model ordinary least 
square. 
Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengaruh CSR terhadap 
agresivitas pajak suatu perusahaan, tetapi juga akan menilik perspektif 
ekonomi Islam baik terhadap CSR maupun prilaku agresivitas pajak. 
D. Rumusan Masalah 
Pajak sebagai salah satu sumber negara yang manjadi modal pemerintah 
untuk melaksanakan pembangunan memiliki permasalahan tersendiri dalam 
penyelenggaraannya. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang 
seharusnya berkontribusi baik terhadap pembayaran pajak berpersepsi bahwa 
pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga 
timbul tindakan peminimalisiran pajak melalui cara yang legal, ilegal, atau pun 
keduanya dan biasa disebut dengan agresivitas pajak. Tindakan ini dapat 
diangap tidak bertanggung jawab secara sosial serta tidak sesuai dengan kaidah 






1. Bagaimanakah pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility 
(CSR) terhadap agresivitas pajak? 
2. Bagaimana pandangan Islam mengenai pengaruh pengungkapan Corporate 
Social Responsibility (CSR) terhadap agresivitas pajak? 
 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahuibagaimana pengaruh pengungkapan Corporate Social 
Responsibility terhadap agresivitas pajak dan untuk mengetahui bagaimana 
pandangan Islam mengenai pengaruh pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR) terhadap agresivitas pajak. 
2. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 
a. Manfaat Teoritis 
1) Penelitian dapat menjadi salah satu literatur pengetahuan dan 
pemikiran ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu ekonomi 
secara umum dan ilmu ekonomi Islam secara khusus. 
2) Penelitian dapat menambah wawasan pembaca mengenai pengaruh 
pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak dan pandangan Islam 
terhadap hal tersebut. 
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan 




mengenai pajak agar tidak tergolong dalam agresivitas pajak karena 
memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya pada kinerja 
perusahaan tetapi juga pada kepercayaan masyarakat. 
2) Bagi investor sebelum menentukan keputusan untuk berinvetasi, 
penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan 
pertimbangan untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial suatu 
perusahaan yang dapat mempengaruhi sustainability dan image 
perusahaan tersebut. 
3) Bagi pihak regulator seperti Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini 
menyediakan wawasan yang bermanfaat untuk para pembuat 
kebijakan pajak yang berusaha untuk mengidentifikasi risiko lebih 






A. Kajian Teori 
1. Teori Legitimasi dan Teori Stakeholder 
a. Teori Legitimasi 
Legitimasi adalah strategi yang dilakukan manajemen untuk 
mengembangkan perusahaan dalam menumbuhkan kepercayaan publik.Teori 
ini menjelaskan bahwa pengungkapan sosial lingkungan meliputi kontak sosial 
antara perusahaan dengan masyarakat.
27
 
Hidayati dan Murni pada tahun 2009 menyatakan bahwa untuk bisa 
mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan mengupayakan sejenis 
legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah 
maupun masyarakat sekitar. Agar memperoleh legitimasi dari investor, 
perusahaan berusaha meningkatkan return saham bagi investor. Agar 
memperoleh legitimasi dari kreditor, perusahaan akan berusaha meningkatkan 
kemampuannya mengembalikan hutang. Agar memperoleh legitimasi dari 
konsumen, perusahaan senantiasa meningkatkan mutu produk dan 
layanan.Agar mendapatkan legitimasi dari pemerintah, perusahaan mematuhi 
segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.Agar 
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Teori legitimasi lebih lanjut di jelaskan oleh Deegan pada tahun 
2002.Deegan mengungkapkan keterkaitan penerapan CSR oleh perusahaan 
dengan prilaku agresif pajak. Deegan menyatakan bahwa sebuah perusahaan 
yang agresif pajak akan mengungkapkan informasi tambahan yang terkait 
dengan kegiatan CSR di berbagai bidang ketika mencoba untuk meringankan 
kekhawatiran publik, seperti menunjukkan bahwa telah memenuhi 
kewajibannya pada masyarakat untuk mengubah harapan masyarakat tentang 




b. Teori Stakeholder 
Saat ini, pergeseran filosofis pengelolaan organisasi entitas bisnis yang 
didasarkan pada teori keagenan (agency theory) yaitu tanggung jawab 
perusahaan yang hanya berorientasi kepada pengelola (agent) dan pemilik 
(principle) mengalami perubahan kepada pandangan manajemen modern yang 
didasarkan pada teori stakeholder.Teori stakeholder mengandung perluasan 
tanggung jawab perusahaan dengan dasar pemikiran bahwa pencapaian tujuan 
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Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung 
jawab sosial yang mengharuskan mereka untuk mempertimbangkan 
kepentingan semua pihak yang terkena dampak tindakan mereka. Manajemen 
seharusnya tidak hanya mempertimbangkan pemegang saham dalam proses 
pengambilan keputusan, manajemen harus mempertimbangkan semua pihak 
yang dipengaruhi oleh keputusan.
31
 
Stakeholders atau pemangku kepentingan adalah semua pihak yang 
menjadi sasaran utama pengembangan perusahaan (all of the agents for whom 
the firm’s development and good health are of prime concern).Freeman pada 
tahun 1984 mengartikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang 
dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh upaya organisasi dalam merealisasi 
tujuannya (any group or individual that can affect or be affected by the 
realization of a firm’s objectives).
32
 
Beberapa penulis mencoba membuat penggolongan lebih jauh, misalnya 
menjadi pemangku kepentingan utama (prime stakeholders atau disebut juga 
contractual stakeholder) yaitu pihak-pihak yang memiliki hubungan 
kontraktual dengan organisasi (misalnya kreditur atau konsumen) dan 
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pemangku kepentingan kedua (secondary stakeholders atau kadang juga 
disebut diffuse stakeholder) yaitu semua pihak yang mungkin dipengaruhi oleh 
tindakan organisasi walaupun dia tidak memiliki hubungan kontraktual dengan 
organisasi. Penggolongan stakeholder dapat pula dilakukan dengan 
mengelompokkannya menjadi internal stakeholder (manajemen, karyawan, 




Hal yang perlu diklarifikasi dalam hubungan antara teori stakeholder dan 
CSR bahwa CSR bukan kegiatan corporate philanthropy.Corporate 
philanthropy pada hakikatnya adalah kegiatan perusahaan yang 
menyumbangkan kembali laba yang telah diperolehnya kepada masyarakat 
sebagai ungkapan terimakasih atas input yang diperoleh dari masyarakat. 
Corporate philanthropy adalah penerapan prinsip sumbangan (charity 
principles) dari pihak yang kaya kepada pihak yang kurang beruntung.Walau 
ada perbedaan tersebut, beberapa penulis mengatakan bahwa CSR meliputi tapi 
tidak terbatas pada corporate philanthropy. CSR juga tidak sama dengan 
sustainable development. Konsep sustainable development lebih berkaitan 
dengan ide untuk penyelamatan planet bumi yang memiliki sumber daya 
terbatas. Bank dunia mengartikan sustainable development sebagai pola 
pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dengan tidak mengorbankan 
kesempatan bertahan hidup secara nyaman di masa depan. Jika konsep 
sustainable development diterapkan ditingkat organisasi maka kegiatan-






kegiatan akan terlihat pada kebijakan untuk menghemat energi, menghindari 
pembungkus plastik, memperbanyak komponen bahan yang bisa didaur ulang, 
dan mengurangi polusi. Sama halnya dengan corporate philanthropy, CSR 
juga meliputi, tapi tidak terbatas pada sustainable development. 
Kaitannya dengan teori pemangku kepentingan (stakeholder), melakukan 
CSR bisa dianggap sebagai usaha perusahaan atau organisasi untuk menjadi 
warga yang baik (corporate citizenship) di dalam lingkungannya dengan 
melakukan transaksi yang bersifat simbiosis mutualisme dengan semua pihak 
di dalam lingkungannya.Ditinjau dari pendekatan instrumental, Teori 
pemangku kepentingan (yang menyatakan bahwa mengelola kepentingan para 
pemangku kepentingan merupakan praktik bisnis yang baik karena bisa 
membuat perusahaan yang menjalankan stakeholder managementakan 
mengalahkan pesaing yang tidak mempertimbangkan kepentingan pemangku 
kepentingan), maka CSR dapat dibaca sebagai upaya untuk mendapatkan 
kinerja keuangan yang lebih baik.
34
 
2. Corporate Social Responsibility (CSR) 
a. Pengertian dan Pelaksanaan CSR 
Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) telah menjadi isu 
global yang harus dipahami dan diimplementasikan pada tingkat lokal.CSR 
sangat erat hubungannya dengan hal ini dan sering dipahami hanya sebagai isu 
lingkungan.Padahal peran CSR di dalam pembangunan berkelanjutan tidak 
sesederhana itu. 






Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga hal kebijakan, yaitu 
pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan terhadap 
kelestarian alam. John Elkington menggambarkan pembangunan berkelanjutan 
di dalam bagan triple bottom line yaitu people, planet, danprofit.
35
Di dalam 
perkembangan pengimplikasiannya, CSR juga dilakukan dengan bersandar 
pada konsep triple bottom line tersebut.CSR dilakukan sebagai bagian dari 
sustainable development tersebut. 
CSR merupakan isu yang terus berkembang, sehingga terdapat keragaman 
pemahaman dari para ahli.Griffin dan Ebert mengartikan CSR atau kepedulian 
sosial sebagai usaha penyeimbangan komitmen yang dilakukan oleh suatu 
bisnis terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan bisnisnya yang 
meliputi konsumen, pembisnis lain, karyawan, investor, dan komunitas lokal.
36
 
Hackston dan Milne pada tahun 1996 mengartikan CSRsebagai suatu 
proses pengkoordinasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi 




Pengertian lain juga disebutkan oleh Darwin pada tahun 2004, menurutnya 
CSR adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela 
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mengintergrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam 
operasinya dan interaksinya dengan stakeholder, yang melebihi tanggung 
jawab organisasi dibidang hukum.
38
 
Pada tahun 2010 ISO 26000 di tetapkan menjadi pedoman standard CSR 
internasional. ISO 26000 mengenai Guidance on Social Responsibility 
memberikan definisi CSR sebagai berikut: 
“Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari 
keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan 
lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis 
yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan 
masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan 
dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; 
serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.” 
 
Berdasarkan pedoman ini, CSR tidaklah sesederhana sebagaimana 
dipahami dan dipraktikkan oleh kebanyakan perusahaan. CSR mencakup tujuh 
komponen utama, yaitu: the environment, social development, human rights, 




Di Indonesia, ketentuan pelaksanaan CSR terlampir pada Bab V Pasal 74 
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) 
yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perseroan 
yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan 
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sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan 
atau CSR.Perusahaan yang wajib melakukan CSR yaitu perseroan yang 
menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam dan perseroan yang 
menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam.
40
 
Peraturan-peraturan mengenai CSR juga diatur di dalam Pasal 15 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Pada 
UUPM resiko hukum bagi Perseroan yang tidak melaksanakan CSR diatur 
dalam Pasal 34 UUPM yaitu dikenakan sanksi administratif berupa peringatan 
tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau 
fasilitas penanaman modal atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas 
penanaman modal. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan 
lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
41
 
Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki manfaat bagi 




1) Bagi perusahaan, yang melakukan CSR akan memperoleh empat 
manfaat, yaitu: keberadaan perusahaan dapat tumbuh berkelanjutan 
dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas, 
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perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (capital), 
perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (human 
resources) yang berkualitas dan perusahaan dapat meningkatkan 
pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (critical decision 
making) serta mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk 
management). 
2) Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-
tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap 
tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja 
lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya 
sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, 
praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal 
tersebut. 
3) Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan 
atas sumber daya alam dan menjaga kualitas lingkungan dengan 
menekan tingkat polusi. 
4) Bagi negara, praktik CSR yang baik akan mencegah corporate 
misconduct atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat 
negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, 
negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak 
digelapkan) oleh perusahaan. 
Secara sederhana CSR dapat disimpulkan sebagai tindakan tanggung 




organisasi atau perusahaan terhadap lingkungan bisnisnya.Di dalam 
penerapannya, CSR perusahaan berkaitan erat dengan teori legitimasi dan 
stakeholder perusahaan. 
b. CSR Disclosure dan CSR Disclosure Indexs 
Penerapan CSR (Corporate Social Responsibility)oleh perusahaan dapat 
dilengkapidengan pengungkapan CSR yang disosialisasikan ke publik dalam 
laporan tahunan (annual report) perusahaan. 
Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan berbeda-beda 
meskipun memiliki jenis usaha yang sama sehingga berpengaruh terhadap CSR 
yang dilakukan perusahaan. Perbedaan tersebut dikarenakan karakteristik 
perusahaan yang berbeda-beda.Hal ini juga menimbulkan perbedaan CSRD 
(Corporate Social Responsibility Disclosure) di setiap perusahaan.
43
 
CSRD atau pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering 
juga disebut sebagai social disclosure, corporate social reporting, social 
accounting atau corporate social responsibility merupakan proses 
pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi 
organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap 
masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab 
organisasi (khususnya perusahaan), di luar peran tradisionalnya untuk 
menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang 
saham.Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai 
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Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR diatur dalam 
regulasi klasifikasi Bapepam oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
No.X.K.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-431/BL/2012 
tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan. Pengungkapan 
CSR yang perlu dilakukan yaitu meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya 
yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek lingkungan hidup, praktik 
ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, pengembangan sosial dan 
kemasyarakatan, serta tanggung jawab produk. Emiten atau Perusahaan Publik 
dapat mengungkapkan informasi tersebut pada laporan tahunan atau laporan 
tersendiri yang disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan kepada 
Bapepam dan LK, seperti laporan keberlanjutan (sustainability report) atau 




Indexs pengukuran CSR disclosure yang umumnya digunakan perusahaan 
sebagai acuan dalam penyusunan pelaporan CSR adalah konsep GRI (Global 
Reporting Initiative). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardhani, 
Mangoting dan Widuri pada Mei 2019, CSR pada penelitian ini diukur 
menggunakan parameter yang dikeluarkan oleh GlobalReporting Initiative 
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(GRI), dengan cara setiap parameter pada laporan tahunan perusahaan yang 
tidak diungkapkan diberi nilai 0, dan yang diungkapkan diberi nilai 1. 
Global Reporting Initiative (GRI) mendefinisikan laporan keberlanjutan 
sebagai sistem pelaporan yang memungkinkan semua perusahaan dan 
organisasi untuk mengukur, memahami dan mengkomunikasikan informasi 
ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai tanggung jawab kepada stakeholder 
internal maupun eksternal mengenai kinerja organisasi dalam mewujudkan 
tujuan pembangunan berkelanjutan.
46
Penelitian ini menggunakan pedoman 
pengungkapan GRI Versi 3.0. 
Global Reporting Initiative (GRI) adalah organisasi internasional 
independen yang telah memelopori pelaporan keberlanjutan sejak 1997. GRI 
menerbitkan panduan laporan keberlanjutan pertama pada tahun 2000 yang 
kemudian direvisi pada tahun 2002 dengan penamaan dan pengkodean yang 
spesifik dan disebut sebagai GRI G2 atau versi 2, dan direvisi kembali menjadi 
GRI G3, GRI G3.1, GRI G4 yang diluncurkan pada tahun 2006, 2011, 2013, 
dan GRI Global Standards pada tahun 2016.
47
 
Penggunaan GRI G3 atau GRI versi 3.0 sebagai pedoman pengukuran 
pengungkapan CSR setiap perusahaan yang menjadi sampel penelitian yaitu 
karena penelitian dilakukan dalam rentang waktu sejak 2010 dan versi ini lebih 
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banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan sampel dalam rentang waktu 
tersebut. 
 
3. Agresivitas Pajak 
a. Pengertian Agresivitas Pajak 
Pajak sebagai penerimaan terbesar negara mendorong pemerintah 
menggiatkan perusahaan dan orang pribadi untuk membayar pajak dengan 
berbagai sosialisasi.Dalam prakteknya, tetap banyak perusahaan dan orang 
pribadi sebagai wajib pajak yang masih enggan melakukan kewajiban 
membayar pajaknya.Wajib pajak juga seringkali melakukan minimalisasi pajak 
dengan berbagai strategi.Salah satu minimalisasi pajak yang kerap digunakan 
yaitu agresivitas pajak. 
Midiastuty dan Suranta pada tahun 2016 mengungkapkan penelitian yang 
dilakukan oleh Danny dan Darussalam pada tahun 2007 yang menyebutkan 
bahwa definisi tindakan pajak agresif belum ada yang diterima secara 
universal. Dalam undang-undang perpajakan di Indonesia saat ini juga belum 




Terdapat beberapa definisi yang diungkapkan oleh peneliti terdahulu 
seperti Frank, Lynch, dan Rego yang menjelaskan tindakan agresif pajak 
adalah tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba 
                                                             
48
Danny, Darussalam, “Tax Planning, Aggressive Tax Planning, Tax Avoidance, Tax 
Evasion, dan Anti Tax Avoidance”, InsideTax Media Tren Perpajakan Indonesia, September 
2007, hal. 1-25, dikutip oleh Pratama Puspa Midiastuty, Eddy Suranta, “Pengaruh Kepemilikan 
Pengendali dan Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif”, Simposium 




fiskal melalui perencanaan pajak yang tepat, yang diklasifikasikan atau tidak 
diklasifikasikan sebagai tax evasion
49
 (upaya yang dilakukan untuk 
menghindari pajak secara ilegal dengan tidak melaporkan penghasilan atau 
melaporkan tetapi bukan nilai penghasilan yang sebenarnya). 
Sedangkan Timothy menyatakan bahwa agresivitas pajak dapat dilihat 
dengan dua cara, salah satunya adalah cara legal yang diperkenankan oleh 
hukum yang berlaku, yang disebut dengan legal tax avoidance dan merupakan 
salah satu layanan sah yang diberikan oleh akuntan, kemudian cara kedua 
adalah tax sheltering yaitu upaya untuk mendesain transaksi yang bertujuan 
untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan.
50
 
Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa agresivitas pajak adalah tindakan 
pengurangan pajak dengan strategi tertentu baik secara legal maupun ilegal. 
b. Peraturan Perpajakan di Indonesia 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah 
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang 
atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 
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yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya. BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisai 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap.
51
 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 
merupakan perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, Undang-Undang 
No. 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 6 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan. 
Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b Undang-Undang No. 36 Tahun 
2008 tentang Pajak Penghasilan yang diberlakukan sejak tahun 2010 tarif PPh 
untuk Badan di Indonesia adalah sebesar 25%. Terjadi penurunan tarif PPh 
Badan, sebelumnya tarif PPH Badan di Indonesia pernah berlaku sebesar 
28%.Tarif ini dihitung dari penghasilan neto.
52
 
Sebagai subjek pajak dalam negeri, Badan memiliki kewajiban untuk 
membayar pajak sejak saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia. 
Kewajiban tersebut akan berakhir ketika Badan dibubarkan atau tidak lagi 
berkedudukan di Indonesia. Untuk menghitung pajak yang dikenakan pada 
Badan atas penghasilan yang didapatkan, mekanisme yang umum digunakan 
yaitu penghitungan pada penghasilan kena pajak dan penghitungan PPH 
terutang sesuai ketetapan Undang-Undang berlaku. 
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4. Variabel Kontrol 
a. Profitabilitas 
Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 
menghasilkan keuntungan, baik dihubungkan dengan penjualan, maupun 
dihubungkan dengan aktiva yang menghasilkan keuntungan atau dihubungkan 
dengan modal sendiri.
53
 Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur dan 
membandingkan kinerja profitabilitas adalah return on equity (ROE) dan 
return on assets (ROA).
54
 
ROA merupakan rasio yang paling disoroti dalam analisis laporan 
keuangan, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan 
keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan manghasilkan 
keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang 
akan datang. Penelitian ini menggunakan ROA sebagai rasio profitabilitas 
karena kenaikan ROA akan mengakibatkan kenaikan ETR, sehingga ROA 
memiliki hubungan yang positif dengan ETR. Akan tetapi seiring adanya 
dampak reformasi perpajakan yang menurunkan tarif pajak statutori, hubungan 




Tingkat leverage perusahaan dapat menggambarkan risiko keuangan 
perusahaan. Hal ini disebabkan karena leverage merupakan alat untuk 
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mengukur seberapa besar perusahaan bergantung pada kreditur dalam 
membiayai aset perusahaan. Leverage dihitung dari total hutang jangka 
panjang dibagi dengan total aset yang tujuannya adalah menggambarkan 
struktur modal perusahaan dan menangkap keputusan pembiayaan perusahaan. 
Dalam hal ini dapat dirujuk bahwa beban bunga dapat dikurangkan untuk 
tujuan pemungutan pajak, sementara dividen tidak.Oleh karena itu ETR 
berhubungan terbalik dengan leverage.
56
 
c. Capital Intensity 
Capital intensity atau intensitas persediaan menggambarkan seberapa 
besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Aset 
tetap dalam hal ini mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan berbagi 
properti lainnya. Aset tetap berfungsi untuk menunjang kegiatan operasional 
perusahaan, digunakan untuk penyediaan barang dan jasa maupun disewakan 
kepada pihak lain dimana penggunaannya lebih dari satu periode. Capital 
intensity memiliki hubungan negatif dengan ETR, Hal ini karena perusahaan 
yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap diperbolehkan 




5. CSR dan Agresivitas Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam 
a. CSR Dalam Perspektif Ekonomi Islam 
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Ekonomi Islam merupakan kumpulan prinsip umum tentang prilaku 
ekonomi umat yang diambil dari Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi Muhammad 
Saw..Pondasi ekonomi Islam dibangun atas dasar pokok-pokok tersebut dengan 
mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.
58
 
Ekonomi Islam memiliki aksioma prinsip etika bisnis Islam, yaitu:
59
 
1) Prinsip kesatuan/ tauhid/ keesaan yang merupakan wacana teologis 
yang mendasari segala aktivitas manusia, termasuk kegiatan bisnis. 
2) Prinsip keadilan/ keseimbangan yang berarti tidak berlebihan dalam 
mengejar keuntungan ekonomi sebagaimana firman Alloh dalam ayat 
berikut: 
                     
“Sempurnakanlah takaranmu apabila kamu menakar dan timbanglah 
dengan neraca yang benar: itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.”
60
 
(QS. Al-Isra‟: 35) 
3) Prinsip kebenaran: kebajikan dan kejujuran. 
4) Prinsip kehendak bebas/ kebebasan, yaitu kebebasan dalam 
melakukan aktivitas bisnis kecuali yang dilarang. Hal ini berkenaan 
dengan manusia sebagai khalifah dimuka bumi sebagaimana yang 
dijelaskan dalam ayat berikut: 
                  
                     
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“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, 
“Aku hendak menjadikan Khalifah di bumi.”Mereka berkata, “Apakah 
Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan 
darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan 
nama-Mu?”Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak 
kamu ketahui.”
61
 (QS. Al-Baqarah: 30) 
5) Prinsip tanggung jawab bahwa manusia sebagai pelaku bisnis 
mempunyai tanggung jawab moral kepada Alloh Swt. atas prilaku 
bisnisnya. 
Sebagian besar ulama terkemuka ekonomi Islam seperti Chapra pada tahun 
2008 juga mengatakan bahwa ada tambahan aksioma tauhid dalam memahami 
prinsip-prinsip Islam.Aksioma tambahan yang disebutkan yaitu yang memiliki 
unsur-unsur Rububiyyah (keesaan tuhan), Adl (keadilan), Tazkiyyah 
(pemurnian dan pengembangan), dan Ukhuwwah (persaudaraan).
62
 
Karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam al-mawsu’ah 
al-ilmiyah wa al-amaliyah al-islamiyah yaitu:
63
 
1) Harta, baik benda maupun alat produksi adalah milik Alloh Swt. dan 
manusia adalah khalifah atas harta miliknya. 
2) Ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum) dan moral. 
3) Keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. 
4) Keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu 
dan masyarakat. 
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5) Bimbingan konsumsi, tidak melampaui kebutuhan dan kehalalan. 
6) Petunjuk investasi, meliputi proyek yang baik, memberikan rezeki 
seluas mungkin kepada anggota masyarakat, memberantas kekafiran, 
memperbaiki pendapatan dan kekayaan, memelihara dan menumbuh 
kembangkan harta, serta melindungi kepentingan anggota masyarakat. 
7) Zakat sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki dan dendam. 
8) Larangan riba64 
CSR adalah salah satu bentuk tanggung jawab dari prilaku ekonomi.CSR 
dalam perspektif Islam tidak bisa lari dari kedelapan karakteristik 
tersebut.Tujuan pertama dan paling utama Islam adalah falah atau kebahagiaan 
umat manusia di dunia ini maupun diakhirat.Dalam ekonomi, konsep falah 
merujuk kepada kesejahteraan materiil semua warga negara.Oleh karena itu, 
sistem ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan ekonomi dan kebaikan 
masyarakat melalui distribusi sumber-sumber materiil yang merata dan melalui 
penegakan keadilan sosial.
65
 Hal ini seperti yang di firmankan Alloh dalam 
ayat berikut: 
                        
               
“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan 
Alloh kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan 
berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Alloh telah berbuat baik 
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kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan dibumi. Sungguh, 
Alloh tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”
66
 (Al-Qasas: 77) 
 
Hadirnya CSR yaitu untuk mewujudkan adanya kesejahteraan.Bagi umat 
Islam yang meyakini ke Agungan Alloh, tentu juga menerapkan CSR untuk 
tujuan falah.Penerapan CSR dalam perspektif ekonomi Islam harus sejalan 
dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagaimana yang telah disebutkan 
sebelumnya. 
Sebenarnya CSR dalam kajian perspektif Islam lebih dikenal dengan 
sebutan Islamis Social Reporting (ISR), namun penelitian ini tetap 
menggunakan CSR sebagai variabel penelitian, karena sampel yang digunakan 
tidak hanya perusahaan yang bersifat syari‟ah, sedangkan Indeks ISR hanya 
menggunakan item-item indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi 
bisnis syariah, dan juga karena pengembangan item-item indeks ISR yang 
masih kurang detail dan komprehensif.
67
 
Zain et. al pada tahun 2014 menyarankan kerangka CSR Islam 
berdasarkan konsep tauhid dan ibadah. Kerangka yang diusulkan yaitu berupa 
penyesuaian dengan prinsip-prinsip Maqasid al Syariah
68
 dan maslahah dalam 
memberikan aturan dan strategi CSR, dalam kebijakan dan prakteknya. Tauhid 
mengacu pada semua aktivitas tindakan baik secara fisik maupun mental untuk 
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patuh dan berserah diri kepada Alloh Swt..
69
Pemegang mutlak dari segala 
sesuatu di bumi dan di alam semesta adalah Allah dan manusia bertanggung 
jawab kepada Allah Swt.. 
Alloh sebagai pemilik atas segala sesuatu mempercayakan umat manusia 
untuk memanfaatkan sumberdaya yang telah disediakan.Sebagai imbalan atas 
penggunaan sumberdaya, manusia harus bertanggung jawab terhadap 
penggunaannya. 
Sebagai khalifah dan pemelihara hubungan antar manusia, adalah penting 
untuk memastikan semua orang hidup dalam damai satu sama lain. Selain itu, 
fokus hubungan antara manusia dengan lingkungan adalah untuk kelangsungan 
hidup.Dalam pandangan Maqasid al Syariah dan maslahah, kebijakan praktik 
CSR harus dikembangkan oleh organisasi-organisasi Islam dengan tujuan akhir 
melindungi Maqasid al Syariah.
70
 
Berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 30 manusia hidup di dunia diberikan 
tugas dan fungsi sebagai khalifah di muka bumi.Hal ini didukung dengan fitrah 
manusia yang dianugerahkan berbagai perbedaan skill dan 
kemampuan.Perbedaan dan kesenjangan tersebut pada dasarnya merupakan hal 
yang natural.Perbedaan melahirkan beberapa hikmah diantaranya mengenai 
perbedaan economic return atau kesenjangan pendapatan dan kekayaan di 
antara anggota masyarakat.Ini merupakan ujian bagi manusia dan masyarakat 
itu sendiri, yaitu untuk mengelola perbedaan tersebut sehingga tercipta 
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harmonisasi dan bukan permusuhan antara satu dengan lainnya. Kesenjangan/ 
perbedaan akan menimbulkan masalah ketika mekanisme distribusi tidak 
berjalan dengan lancar. Agar distribusi ekonomi berjalan secara merata dan 
lancar, harta tidak boleh berputar ditangan segelintir kelompok. Prinsip 
ekonomi Islam yang perlu ditekankan dalam hal ini yaitu bahwa pada harta 
seseorang terdapat bagian milik mutlak orang lain yang dapat dilepaskan salah 
satunya melalui ibadah zakat.
71
 
Zakat adalah instrumen ibadah yang memiliki sisi sosial ekonomi yang 
sangat kuat.Zakat juga dapat berperan dalam pendanaan pembangunan 
ekonomi.Namun, pajak adalah sumber pendanaan utama yang masih 
mendominasi sumber penerimaan di banyak negara.Dalam perspektif syariah, 
hukum asal pajak adalah mubah (boleh).
72
Pemberlakuan Undang-Undang 
pajak oleh negara yang mengatur bahwa pajak adalah hutang bagi wajib pajak 
lah yang membuat pembayaran pajak harus dipenuhi. 
Islam memandang sumber daya sebagai amanah Alloh kepada manusia 
untuk dimanfaatkan secara baik dan boleh dimiliki secara pribadi sebagai 
penggerak ekonomi.Sifat kepemilikan yaitu sebagai kapital produktif yang 
penggunaannya dialokasikan untuk kesejahteraan orang banyak.Kemudian 
kegiatan ekonomi juga harus dilaksanakan atas dasar iman kepada Alloh 
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dengan pertanggungjawaban berupa pembayaran zakat yang sesuai nisab dan 
tidak melakukan riba dalam segala bentuk.
73
 
Penerapan CSR juga erat kaitannya dengan konsep hipotesis daur hidup 
Metwally pada tahun 1995 yang berpendapat bahwa konsumsi tidak saja 
bergantung pada pendapatan rumah tangga saat ini, tapi juga pada kekayaan 
dan pendapatan yang diharapkan di masa mendatang. Konsumen akan 
mendistribusikan sumber daya yang ada untuk mengatur konsumsi selama 
hidupnya, karena itu konsumsi harus dihubungkan dengan kehidupan individu 
dan tidak untuk satu periode saja.
74
 
Hipotesis daur-hidup bisa dilaksanakan dengan peran pemerintah yaitu 
melalui kebijakan zakat.Di Indonesia penerapan kebijakan zakat (dalam 
penelitian ini pendapatan), lebih di tekankan pada penerapan pajak. 
b. Agresivitas Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam 
Penerapan pajak di masyarakat juga perlu religiusitas.Pajak yang 
seringkali dianggap beban oleh wajib pajak hingga mereka melakukan strategi-
strategi pengurangan atau penghindaran pajak memiliki keterkaitan dengan 
tingkat religiusitas.Hal ini dapat dilihat dari bagaimanaketerkaitan 
religiusitasterhadap moral dan kepatuhan tidak terkecuali juga moral dan 
kepatuhan terhadap kewajiban membayar pajak. 
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Sebagian besar ulama memakai istilahdharibah sebagai persamaan dari 
pajak. Dharibah sendiri memiliki arti yang beragam, namun dalam hal ini 
dharibah diartikan sebagai beban tambahan setelah zakat yang dipikulkan 
kepada kaum muslimin. 
Pilihan kewajiban pajak sebagai solusi dari gap pendapatan melahirkan 
perdebatan di kalangan para fuqaha dan ekonom Islam. Sejumlah fuqaha dan 
ekonom Islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan, 
antara lain: 
1) Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqadimah, mengutip sebuah surat dari 
Thahir bin Husain kepada anaknya yang menjadi seorang gubernur 
disalah satu provinsi: 
“Oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dengan 
keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang sama dan jangan 
memberi perkecualian kepada siapa pun karena kedudukannya di 
masyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan kepada siapa 
pun sekalipun itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau 





2) M. Umer Chapra, dalam Islam and The Economic Challenge 
menyatakan: 
“Hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat 
pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang 
pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fiqih. Hal ini 
disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk 
kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-
sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, 
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distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Hak ini dibela para fuqaha 




3) Ibnu Taimiyah, dalam Majmuatul Fatwa, mengatakan: 
“Larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan 
argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang 





Sebagian fuqaha menolak hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber 
daya melalui pajak disamping zakat, diantaranya yaitu DR. Hasan Turobi dari 
Sudan, dalam bukunya Principle of Governance, Freedom, and Responsibility 
in Islam, menyatakan: 
“Pemerintahan yang ada di Dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama 
„pada umumnya tidak sah‟.Karena itu, para fuqaha khawatir jika 





Pajak diperbolehkan dengan alasan kemaslahatan umat, sebagaimana ushul 
fiqh mengatakan: 
 ما ل ٌتم الُاجة إل تً فٍُ َجة
"Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya 
kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib 
hukumnya.” 
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Pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, 
melainkan adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, 
seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran 
seperti nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, guru, hakim dan 
sejenisnya, atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba seperti kelaparan, banjir, 
gempa bumi, dan sejeninya.
79
 
Sistem perpajakan dapat dikatakan adil apabila memenuhi tiga kriteria:
80
 
1) Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar 
diperlukan untuk merealisasikan maqashid. 
2) Beban pajak tidak boleh terlalu kaku, disesuaikan pada kemampuan 
rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap 
semua orang yang mampu membayar. 
3) Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang 
karenanya pajak diwajibkan. 
Pada penelitian yang dilakukan oleh Torgler dengan mengambil tiga puluh 
dua negara sebagai sampel, torgler menyatakan bahwa faktor religiusitas secara 
signifikan meningkatkan moral pajak. Variabel moral pajak diukur oleh Togler 
dengan menggunakan indikasi pertanyaan apakah individu tersebut pernah 
melalukan kebohongan, yaitu dengan mengklaim tunjangan yang diberikan 
pemerintah, padahal ia tak berhak untuk menerimanya; kecurangan, yaitu 
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dengan tidak membayar tarif di angkutan umum; membeli barang curian 
sementara orang tersebut tahu bahwa barang tersebut merupakan hasil curian.
81
 
Penelitian yang menghubungkan antara religiusitas dan kepatuhan pajak 
telah dilakukan, salah satunya oleh Mohdali yang diungkapkan oleh 
Pertiwi.Mohdali meneliti tentang pengaruh religiusitas masyarakat Muslim di 
Turki terhadap kepatuhan pajak.Mohdali membedakan variabel religiusitas ke 
dalam dua tipe, religiusitas interpersonal dan religiusitas 
intrapersonal.Religiusitas interpersonal berkaitan dengan keyakinan dan sikap 
individu, dan komitmen agama interpersonal yang berasal dari keterlibatan 
individu dengan komunitas atau organisasi keagamaan.Mohdali menemukan 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan untuk religiusitas intrapersonal dan 
tidak untuk religiusitas interpersonal.
82
 
Pada akhirnya, penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi menyimpulkan 
bahwa dalam agama Islam, menghindari pajak dengan cara melakukan 
kecurangan atau kebohongan (agresivitas pajak) diyakini merupakan suatu 
perbuatan yang tidak baik. Selama pajak yang diwajibkan oleh negara diambil 
secara adil dan memenuhi syarat maka warga negara wajib memenuhinya dan 
tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. 
 
B. Tinjauan Pustaka 
Penelitian tentang CSR dan agresivitas pajak telah banyak dilakukan, 
namun masih sedikit penelitian yang mengkaitkan antara pengungkapan CSR 
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yang dilakukan perusahaan dengan agresivitas pajak khususnya di 
Indonesia.Kemudian, penelitian mengenai pengaruh CSR terhadap agresivitas 
pajak juga belum di jelaskan dari perspektif ekonomi Islam. Berikut adalah 
beberapa penelitian terdahulu yang berkenaan dengan pengaruh pengungkapan 
CSR terhadap agresivitas pajak: 
Pertama, Timothy pada tahun 2010 melakukan penelitian berjudul “Effect 
of Corporate Governance on Tax Aggressiveness” memberikan bukti bahwa 
tata kelola perusahaan mempengaruhi agresivitas pajak. Penelitian ini 
menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Hongkong Stock Exchange 
dengan menggunakan analisis regresi.Variabel dependen dalam penelitian 
adalah agresivitas pajak yang diproksikan dengan ETR.Variabel independen 
dalam penelitian ini adalah tata kelola perusahaan yang diproksikan dalam 
jumlah saham yang dimiliki oleh direksi, dewan direksi independen, kekuatan 
shareholder, kekuatan shareholder minoritas, dan tarif pajak.
83
 
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson pada tahun 
2012 yang berjudul “Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: 
An Empirical Analysis” memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi 
tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat 
agresivitas pajak yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan sampel 
perusahaan publik Australia yang terdaftar dalam Aspect-Huntley Financial 
Database periode tahun 2008-2009 dengan menggunakan analisis regresi tobit. 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah CSR yang diproksikan dalam 
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CSR disclosure yang terbagi dalam lima puluh dua item. Sementara variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak perusahaan yang 
diproksikan dalam dua proksi ETR (Effective Tax Rates). Penelitian ini 
menggunakan variabel kontrol antara lain proporsi anggota dewan direksi yang 
independen (BODI), trouble (TROUBLE), umur perusahaan (AGEPUB), 
struktur kepemilikan saham oleh manajemen (MTOBOD), CEO tenure 
(CEOTENURE), CEO duality (CEODUAL), kepemilikan saham oleh 
minoritas (BLOCKHLD), ukuran perusahaan (SIZE), leverage (Lev), capital 
intensity (CINT), inventory intensity (INVINT), research and development 
intensity (RDINT), pertumbuhan perusahaan (MKTBK), profitabilitas (ROA), 
dan sektor industri (INDSEC).
84
 
Di Indonesia, penelitian mengenai pengaruh pengungkapan CSR terhadap 
agresivitas pajak sudah pernah dilakukan salah satunya oleh Pradnyadari dan 
Rohman yang diterbitkan dalam jurnal di tahun 2015. Penelitian ini 
memberikan bukti bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas 
pajak.CSR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak 
(ETR).Hal ini berarti bahwa semakin tinggi perusahaan melakukan tindakan 
CSR dalam aktivitas operasinya, maka semakin rendah keinginan perusahaan 
untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang dibayar. Sampel penelitiannya 
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
tahun 2011-2013 yang secara continue mengungkapkan CSR dan memiliki 
ETR antara 0 hingga 1. Perolehan sampel akhir yaitu seratus enam puluh tujuh 
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perusahaan.Variabel dependen yang digunakan adalah agresivitas pajak dengan 
menggunakan proksi Effective Tax Rate (ETR), sedangkan variabel 
independennya adalah Corporate Social Responsibility. Penelitian 
menggunakan variabel kontrol antara lain profitabilitas (ROA), ukuran 




Kemudian, Laguir, Stagliano, dan Elbaz pada tahun 2015 melakukan 
penelitian untuk menjawab pertanyaan “Does corporate social responsibility 
affect corporate tax aggressiveness?”. Penelitian menunjukkan bahwa semakin 
besar aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan, semakin rendah tingkat 
agresivitas pajak perusahaan, sedangkan aktivitas tinggi dalam dimensi 
ekonomi dikaitkan dengan tingkat agresivitas pajak yang tinggi.Sampel 
diambil dari database Vigeo untuk perusahaan Prancis untuk periode 2003-
2011.Sampel akhir setelah dilakukan pengklasifikasian, terdiri dari delapan 
puluh tiga pengamatan dari dua puluh empat perusahaan.Model teoritis yang 
disajikan dalam penelitian ini didasarkan pada premis bahwa dimensi yang 
berbeda dari CSR memiliki efek yang berbeda pada agresivitas pajak.Dengan 
demikian, agresif pajak digunakan sebagai variabel dependen dan empat 
dimensi CSR sebagai variable independen yaitu, sosial, pemerintahan, 
ekonomi, dan dimensi lingkungan.
86
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Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardhani, Mangoting, 
dan Widuri pada Mei 2019 tentang Apakah Corporate Social Responsibility 
Mempengaruhi Hubungan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan 
memberikan kesimpulan bahwa nilai ETR yang tinggi menyebabkan nilai 
perusahaan tinggi. Perusahaan yang cenderung tidak melakukan penghindaran 
pajak mendapatkan respon positif dari para investor. Pada sisi yang lain, CSR 
dalam penelitian ini tidak berhasil memoderasi pengaruh penghindaran pajak 
terhadap nilai perusahaan. Temuan ini menjelaskan bahwa CSR yang 
dilakukan oleh perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap upaya 
perusahaan melakukan penghindaran pajak dalam rangka meningkatkan nilai 
perusahaan.Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan terbuka yang 
menerbitkan laporan tahunan berkelanjutan periode 2013-2016.Variabel yang 
diuji pada penelitian ini yaitu penghindaran pajak sebagai variabel independen, 
nilai perusahaan sebagai variabel dependen, CSR sebagai variabel moderasi, 















1. Timothy Effect of 
Corporate 
Governan















                                                             
87
Adhityawati Kusumawardhani, Yenni Mangoting, Retnaningtyas Widuri, “Apakah 
Corporate Social Responsibility Mempengaruhi Hubungan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai 





































































































































































































































C. Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang telah 
diuraikan, penelitian ini akan menguji pengaruh CSR terhadap agresivitas 
pajak. Penelitian ini menggunakan variabel dependen, variabel independen, 
dan variabel kontrol. Variabel dependen yang digunakan adalah agresivitas 
pajak dengan menggunakan proksi Effective Tax Rate (ETR), variabel 
independennya adalah Corporate Social Responsibility, dan yang menjadi 
variabel kontrolnya yaitu profitabilitas (ROA), leverage (Lev),dan capital 
intensity (CAPT). Kemudian hubungan antara CSR dan agresivitas pajak ini 




variabel kontrol dalam peneitian ini yaitu untuk membatasi pengaruh variabel 
lain diluar penelitian terhadap variabel dependen. 
Keterkaitan variabel-variabel tersebut akan dinyatakan dalam kerangka 











Perusahaan merupakan salah satu subjek wajib pajak yang berkontribusi 
dalam mewujudkan pembangunan nasional guna mensejahterakan kehidupan 
masyarakat luas.Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan berusaha 
melegitimasi tindakannya agar dapat diterima masyarakat.Salah satunya 
ditunjukkan oleh kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak dengan penuh 
kesadaran dan tidak berupaya untuk melakukan aktifitas agresivitas pajak yang 
dapat merugikan banyak pihak.Hal ini didukung oleh teori stakeholder yang 
menyatakan bahwa perusahaan dalam melakukan kegiatan operasinya harus 








Capital Intensity (CINT) 





operasi perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya mementingkan 
kepentingan shareholder saja, akan tetapi juga harus memperhatikan 
kepentingan masyarakat, pemerintah, konsumen, supplier, analis, dan lain 
sebagainya. 
Pajak perusahaan hanya dapat dikaitkan dengan CSR jika pembayaran 
pajak yang dilakukan perusahaan memang memiliki implikasi untuk 
masyarakat luas. Apabila pembayaran pajak penghasilan badan hanyalah 
dianggap sebagai sebuah transaksi bisnis dan salah satu biaya perusahaan, 
mungkin perusahaan tersebut akan memiliki tujuan untuk meminimalkan 
jumlah pajak terutang sebanyak mungkin. Lanis dan Richardson berpendapat 
bahwa dengan demikian dalam membayar pajak, perusahaan seharusnya 




Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh 
perusahaan, diharapkan perusahaan tersebut semakin tidak agresif terhadap 
pajak. Hal ini karena apabila perusahaan yang menjalankan CSR bertindak 
agresif terhadap pajak, maka akan membuat perusahaan tersebut kehilangan 
reputasi di mata stakeholder-nya dan akan menghilangkan dampak positif yang 
terkait dengan kegiatan CSR yang telah dilakukan. Oleh karena itu, hipotesis 
penelitian ini adalah : 
H1: Pengungkapan corporate social responsibility (CSR) berpengaruh negatif 
terhadap agresivitas pajak.  
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(On-line), dapat diakses di https://kumparan.com/kumparansains/3-
produsen-makanan-penyumbang-sampah-plastik-terbanyak-di-indonesia-






















Data ETR, CSR, ROA (Profitabilitas), Leverage, dan Capital Intensity 
No Perusahaan Tahun ETR CSR ROA LEV CINT 
1 
1 
ADRO 2010 0,52845769 0,443037975 5,46 0,54537877 0,216503632 
2 ADRO 2011 0,449334815 0,556962025 9,76 0,568432615 0,253102822 
3 ADRO 2012 0,462947811 0,632911392 5,73 0,552459739 0,264337766 
4 ADRO 2013 0,453203592 0,64556962 3,4 0,525434251 0,254750819 
5 ADRO 2014 0,430280434 0,64556962 2,86 0,49180837 0,252048219 
6 ADRO 2015 0,460651464 0,670886076 2,53 0,437279448 0,246216202 
7 ADRO 2016 0,376626693 0,670886076 5,22 0,419544185 0,23675654 
8 ADRO 2017 0,422893913 0,670886076 7,87 0,39953937 0,221091943 
9 ADRO 2018 0,452583301 0,683544304 6,76 0,390618709 0,227978594 
10 
2 
ASII 2010 0,191479245 0,291139241 15,07 0,483434789 0,196186324 
11 ASII 2011 0,182174453 0,291139241 13,73 0,50856343 0,187812259 
12 ASII 2012 0,184816116 0,379746835 12,48 0,507258303 0,18832088 
13 ASII 2013 0,189877557 0,379746835 10,42 0,50378048 0,176930194 
14 ASII 2014 0,191101199 0,417721519 9,37 0,490791308 0,174768141 
15 ASII 2015 0,204635762 0,417721519 6,36 0,484454132 0,169910567 
16 ASII 2016 0,177549095 0,443037975 6,99 0,46571194 0,1651181 
17 ASII 2017 0,206569393 0,46835443 7,84 0,470963053 0,163614238 
18 ASII 2018 0,208497333 0,46835443 7,94 0,494176281 0,167482326 
19 
3 
BBCA 2010 0,204068441 0,240506329 2,61 0,893446433 0,010501716 
20 BBCA 2011 0,205669269 0,278481013 2,83 0,888080879 0,010852496 
21 BBCA 2012 0,202068412 0,35443038 2,65 0,746131436 0,005787798 
22 BBCA 2013 0,199789275 0,367088608 2,87 0,871638518 0,014974393 
23 BBCA 2014 0,20391622 0,379746835 2,99 0,85957261 0,015989951 
24 BBCA 2015 0,203968873 0,392405063 3,03 0,844495995 0,016339949 
25 BBCA 2016 0,201512392 0,430379747 3,05 0,828320655 0,025106934 
26 BBCA 2017 0,200200434 0,481012658 3,11 0,819571025 0,022482349 
27 BBCA 2018 0,205986893 0,506329114 3,13 0,810437136 0,023444694 
28 
4 
BBNI 2010 0,251986524 0,367088608 1,65 0,866644724 0,015439982 
29 BBNI 2011 0,221554987 0,455696203 1,94 0,873459317 0,013551571 
30 BBNI 2012 0,208010237 0,53164557 2,11 0,869412442 0,013775997 
31 BBNI 2013 0,196860394 0,556962025 2,34 0,8520611 0,014259667 
32 BBNI 2014 0,199265693 0,64556962 2,6 0,818939476 0,014936252 




34 BBNI 2016 0,202246257 0,708860759 1,89 0,81703993 0,036436254 
35 BBNI 2017 0,197769791 0,721518987 1,94 0,823434436 0,032149615 
36 BBNI 2018 0,200674712 0,721518987 1,87 0,830151844 0,032311912 
37 
5 
BBRI 2010 0,230466326 0,303797468 2,84 0,909289102 0,003880784 
38 BBRI 2011 0,195559153 0,35443038 3,21 0,89397658 0,003943011 
39 BBRI 2012 0,216776395 0,35443038 3,39 0,882319156 0,005086484 
40 BBRI 2013 0,234887872 0,594936709 3,41 0,872904926 0,006345006 
41 BBRI 2014 0,214044926 0,64556962 3,02 0,878169875 0,007378537 
42 BBRI 2015 0,217985661 0,658227848 2,89 0,871216086 0,009151912 
43 BBRI 2016 0,227992919 0,670886076 2,61 0,853170928 0,02462805 
44 BBRI 2017 0,215487796 0,683544304 2,58 0,850983944 0,021954047 
45 BBRI 2018 0,192031842 0,696202532 2,5 0,85713966 0,020753253 
46 
6 
BMRI 2010 0,329436203 0,291139241 2,08 0,850321767 0,011679311 
47 BMRI 2011 0,231113246 0,341772152 2,3 0,817877396 0,010960929 
48 BMRI 2012 0,217547391 0,379746835 2,52 0,816064352 0,011017124 
49 BMRI 2013 0,217435726 0,46835443 2,57 0,813989472 0,010429137 
50 BMRI 2014 0,205830087 0,64556962 2,42 0,815189805 0,010442622 
51 BMRI 2015 0,197843943 0,658227848 2,32 0,808953198 0,010726382 
52 BMRI 2016 0,211210326 0,721518987 1,41 0,793833761 0,034334345 
53 BMRI 2017 0,210400627 0,734177215 1,91 0,789567127 0,03255866 
54 BMRI 2018 0,208206125 0,759493671 2,15 0,783490505 0,03197557 
55 
7 
GGRM 2010 0,251541919 0,17721519 13,71 0,306470021 0,240931278 
56 GGRM 2011 0,250472602 0,189873418 12,68 0,371917591 0,209520397 
57 GGRM 2012 0,264333497 0,202531646 9,8 0,359042504 0,250288965 
58 GGRM 2013 0,261492361 0,215189873 8,63 0,421095631 0,291282931 
59 GGRM 2014 0,25126158 0,215189873 9,27 0,431015475 0,325809345 
60 GGRM 2015 0,252735553 0,215189873 10,16 0,40150127 0,316610617 
61 GGRM 2016 0,252874214 0,278481013 10,6 0,371513883 0,32563015 
62 GGRM 2017 0,256902402 0,278481013 11,62 0,36806908 0,32068001 
63 GGRM 2018 0,257495307 0,278481013 11,28 0,346814739 0,329370101 
64 
8 
INDF 2010 0,275674452 0,17721519 8,32 0,475522906 0,248106716 
65 INDF 2011 0,229947505 0,240506329 9,13 0,411697494 0,240927136 
66 INDF 2012 0,242530773 0,253164557 8,06 0,425146 0,266128681 
67 INDF 2013 0,268284394 0,265822785 4,38 0,525776859 0,285912188 
68 INDF 2014 0,293486889 0,316455696 5,99 0,532115657 0,25537636 
69 INDF 2015 0,348718603 0,316455696 4,04 0,530427132 0,27328678 
70 INDF 2016 0,342947706 0,392405063 6,41 0,463900137 0,424751814 
71 INDF 2017 0,328193938 0,405063291 5,85 0,467168567 0,446740896 






INTP 2010 0,240979354 0,291139241 21,01 0,157523589 0,501935144 
74 INTP 2011 0,235047437 0,303797468 19,84 0,133179214 0,420799114 
75 INTP 2012 0,236581484 0,924050633 20,93 0,146622656 0,34872196 
76 INTP 2013 0,240003493 0,924050633 18,84 0,144770764 0,349671558 
77 INTP 2014 0,223222657 0,962025316 18,26 0,149131952 0,420418399 
78 INTP 2015 0,228241748 0,962025316 15,76 0,136491818 0,499808672 
79 INTP 2016 0,066578574 0,962025316 12,84 0,133061354 0,48568535 
80 INTP 2017 0,187138575 0,974683544 6,44 0,149224548 0,518972462 
81 INTP 2018 0,188799571 0,974683544 4,12 0,164347223 0,526734165 
82 
10 
KLBF 2010 0,240978065 0,303797468 19,11 0,179250655 0,22826403 
83 KLBF 2011 0,233639903 0,35443038 18,41 0,212533392 0,22482039 
84 KLBF 2012 0,230898646 0,455696203 18,85 0,217277858 0,239411077 
85 KLBF 2013 0,234038724 0,46835443 17,41 0,250897381 0,258454243 
86 KLBF 2014 0,232469492 0,46835443 17,07 0,215058194 0,273686305 
87 KLBF 2015 0,243739803 0,46835443 15,02 0,20137612 0,287556515 
88 KLBF 2016 0,239488507 0,481012658 15,44 0,181410771 0,29920881 
89 KLBF 2017 0,243100753 0,620253165 14,76 0,163828142 0,321532423 
90 KLBF 2018 0,240856747 0,658227848 13,76 0,157146421 0,344578977 
91 
11 
LPKR 2010 0,17341996 0,278481013 3,68 0,49090904 0,074673216 
92 LPKR 2011 0,173349174 0,303797468 4,46 0,484696322 0,085224284 
93 LPKR 2012 0,16120914 0,329113924 5,32 0,538784431 0,089362293 
94 LPKR 2013 0,172658884 0,341772152 5,09 0,547454152 0,089780892 
95 LPKR 2014 0,151492877 0,341772152 8,3 0,534534699 0,084761479 
96 LPKR 2015 0,202913226 0,367088608 2,48 0,542261311 0,066096298 
97 LPKR 2016 0,212083862 0,405063291 2,69 0,515935171 0,063639772 
98 LPKR 2017 0,265733265 0,443037975 1,51 0,474032393 0,067893506 
99 LPKR 2018 0,18717581 0,455696203 1 0,488619678 0,108377837 
100 
12 
PGAS 2010 0,198404995 0,82278481 20,14 0,533632197 0,519016031 
101 PGAS 2011 0,200671684 0,82278481 19,75 0,447276637 0,509835933 
102 PGAS 2012 0,202952341 0,911392405 23,42 0,397468225 0,433376769 
103 PGAS 2013 0,205493659 0,873417722 20,49 0,369919559 0,364901249 
104 PGAS 2014 0,236107614 0,835443038 12,03 0,49460661 0,31122981 
105 PGAS 2015 0,091111232 0,683544304 6,2 0,534596814 0,288112231 
106 PGAS 2016 0,19845244 0,708860759 4,52 0,519020275 0,343571415 
107 PGAS 2017 0,463676271 0,734177215 2,35 0,473259357 0,35402657 
108 PGAS 2018 0,343490587 0,759493671 4,59 0,596702287 0,360411944 
109 
13 
PTBA 2010 0,231074568 0,329113924 22,92 0,261753025 0,105225228 
110 PTBA 2011 0,239224469 0,35443038 26,84 0,29087887 0,098992013 




112 PTBA 2013 0,246644338 0,683544304 15,88 0,352297152 0,240141282 
113 PTBA 2014 0,245076318 0,82278481 13,63 0,426330586 0,268331161 
114 PTBA 2015 0,235260133 0,860759494 12,06 0,450247226 0,330241672 
115 PTBA 2016 0,249362976 0,848101266 10,9 0,431957077 0,327707383 
116 PTBA 2017 0,254751149 0,848101266 20,68 0,372370834 0,281946746 
117 PTBA 2018 0,261062544 0,848101266 21,19 0,326945721 0,270864359 
118 
14 
SMGR 2010 0,225194558 0,962025316 23,51 0,219960566 0,492357569 
119 SMGR 2011 0,222925481 0,962025316 20,12 0,256668078 0,592052045 
120 SMGR 2012 0,216433234 0,962025316 18,54 0,316573333 0,631854565 
121 SMGR 2013 0,226302092 0,632911392 17,39 0,294541261 0,61176192 
122 SMGR 2014 0,213966869 0,594936709 16,24 0,271665883 0,58899156 
123 SMGR 2015 0,226542376 0,544303797 11,86 0,280771817 0,659649418 
124 SMGR 2016 0,108087681 0,53164557 10,25 0,308692352 0,697465864 
125 SMGR 2017 0,256147175 0,620253165 4,17 0,387673545 0,662812396 
126 SMGR 2018 0,245885354 0,683544304 6,03 0,360067914 0,6401784 
127 
15 
UNTR 2010 0,234476198 0,341772152 13,05 0,455726985 0,371682838 
128 UNTR 2011 0,242154583 0,367088608 12,7 0,407753848 0,294362398 
129 UNTR 2012 0,227402808 0,46835443 11,44 0,35784989 0,302113017 
130 UNTR 2013 0,271514726 0,46835443 8,37 0,378530275 0,254076253 
131 UNTR 2014 0,269091847 0,582278481 8,03 0,361105884 0,225928373 
132 UNTR 2015 0,333983265 0,582278481 4,52 0,364010836 0,205130911 
133 UNTR 2016 0,241537259 0,658227848 7,98 0,333940859 0,188657089 
134 UNTR 2017 0,270780944 0,607594937 9,33 0,422116272 0,19905708 
135 UNTR 2018 0,256202951 0,594936709 9,89 0,509372377 0,211423598 
136 
16 
UNVR 2010 0,254259919 0,278481013 38,9 0,534682096 0,476801871 
137 UNVR 2011 0,25301271 0,316455696 39,73 0,648843022 0,506978899 
138 UNVR 2012 0,251689987 0,405063291 40,38 0,65002856 0,554142119 
139 UNVR 2013 0,252302199 0,632911392 71,51 0,679783741 0,541126014 
140 UNVR 2014 0,252477425 0,632911392 40,18 0,667626659 0,514543435 
141 UNVR 2015 0,252594358 0,620253165 37,2 0,693110179 0,528985766 
142 UNVR 2016 0,2544613 0,620253165 38,16 0,719076575 0,5690702 
143 UNVR 2017 0,252580519 0,620253165 37,05 0,726368614 0,551248563 
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Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan 
didistribusikan 
EC 2 
Implikasi finansial dan resiko serta peluang lainnya 
kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim 
EC 3 Cakupan kewajiban organisasi atas imbalan pasti 




Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) 
menurut gender dibandingkan dengan upah 
minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang 
signifikan 
EC 6 
Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan 
dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang 
signifikan 
EC 7 
Pembangunan dan dampak dari investasi 





Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, 
termasuk besarnya dampak 
EC 9 
Perbandingan dari pemasok lokal di operasional 
yang signifikan 
INDIKATOR KINERJA LINGKUNGAN 
a. Material 
EN 1 
Material yang digunakan dan diklasifikasikan 
berdasarkan berat dan ukuran 
EN 2 




Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi 
yang utama baik secara langsung maupun tidak 
langsung 
EN 4 Pemakaian energi yang berasal dari sumber utama 





Energi yang berhasil dihemat berkat adanya 
efisiensi dan konserfasi yang lebih baik 
EN 6 
Inisiatif penyediaan produk dan jasa yang 
menggunakan energi efisien atau sumber daya 
terbaru serta pengurangan penggunaan energi 
sebagai dampak dari inisiatif tersebut 
EN 7 
Inisiatif dalam hal pengurangan pemakaian energi 
secara tidak langsung dan pengurangan yang 
berhasil dilakukan 
EN 8 Total pemakaian air dari sumbernya 
EN 9 
Pemakaian air yang memberi dampak cukup 
signifikan dari sumber mata air 
EN 10 
Persentase dan total jumlah air yang didaur ulang 





Lokasi dan luas lahan yang dimiliki, disewakan, 
dikelola atau yang berdekatan dengan area yang 
dilindungi dan area dengan nilai keanekaragaman 
hayati yang tinggi di luar area yang dilindungi 
EN 12 
Deskripsi dampak signifikan yang ditimbulkan oleh 
aktifitas produk dan jasa pada keanekaragaman 
hayati yang ada diwilayah yang dilindungi serta 
area dengan nilai keaneka ragaman hayati di luar 
wilayah yang dilindungi 
EN 13 Habitat yang dilindungi atau dikembalikan kembali 
EN 14 
Strategi, aktivitas saat ini dan rencana masa depan 
untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman 
hayati 
EN 15 
Jumlah spesies yang termasuk dalam data 
konservasi nasional dan habitat di wilayah yang 
terkena dampak operasi, berdasarkan resiko 
kepunahan 
e. Emisi, Efluen, 
dan Limbah 
EN 16 
Total emisi gas rumah kaca secara langsung dan 
tidak langsung yang diukur berdasarkan berat 
EN 17 
Emisi gas rumah kaca secara tidak langsung dan 





Inisiatif untuk mengurangi gas rumah kaca dan 
pengurangan yang berhasil dilakukan 
EN 19 
Emisi dan substansi perusak lapisan ozon yang 
diukur berdasarkan berat 
EN 20 
NO, SO dan emisi udara lain yang signifikan dan 
diklasifikasikan berdasarkan jenis dan berat 
EN 21 
Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan 
tujuan 
EN 22 
Total berat dari limbah yang diklasifikaikan 
berdasarkan jenis dan metode pembuangan 
EN 23 Total biaya dan jumlah yang tumpah 
EN 24 
Berat dari limbah yang ditransportasikan, diimpor, 
diekspor atau diolah yang diklasifikasikan 
berbahaya berdasarkan Basel ConventionAmex I, II, 
III, dan VIII, dan persentase limbah yang 
dikapalkan secara internasional 
EN 25 
Identitas, ukuran, status yang dilindungi dan nilai 
keanekaragaman hayati yang terkandung di dalam 
air dan habitat yang ada di sekitarnya secara 
signifikan terkena dampak akibat adanya laporan 
mengenai kebocoran dan pemborosan air yang 
dilakukan perusahaan 
f. Produk dan 
Jasa EN 26 
Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk pada 
lingkungan yang diakibatkan oleh produk dan jasa 
dan memperluas dampak dari inisiatif tersebut 
EN 27 
Persentase dari produk yang terjual dan materi 
kemasan dikembalikan berdasarkan kategori 
g. Kesesuaian 
EN 28 
Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-
sanksi akibat adanya pelanggaran terhadap 
peraturan dan hukum lingkungan hidup 
h. Transportasi EN 29 
Dampak signifikan terhadap lingkungan yang 
diakibatkan adanya transportasi, benda lain, dan 
materi yang digunakan perusahaan dalam 
operasinya dan para pegawainya 
i. Keselarasan EN 30 
Jumlah biaya untuk perlindungan lingkungan dan 








Komposisi tenaga kerja berdasarkan tipe pekerjaan, 
kontrak kerja, dan lokasi 
LA 2 
Jumlah total rata-rata turn over tenaga kerja 
berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan area 





Persentase pegawai yang dijamin oleh ketetapan 
hasil negoisasi yang dibuat secara kolektif 
LA 5 
Batas waktu minimum pemberitahuan yang terkait 
mengenai perubahan kebijakan operasional, 
termasuk mengenai apakah hal tersebut akan 
tercantum dalam perjanjian bersama 
c. Kesehatan dan 
Keselamatan 
Kerja LA 6 
Persentase total pegawai yang ada dalam struktur 
formal manajemen, yaitu komite keselamatan dan 
kesehatan kerja yang membantu mengawasi dan 
memberi arahan dalam program keselamatan dan 
kesehatan kerja 
LA 7 
Tingkat dan jumlah kecelakaan, penyakit karena 
jabatan, jumlah hari hilang, dan tingkat absensi 
yang ada berdasarkan area 
LA 8 
Program pendidikan, pelatihan, pembimbingan, 
pencegahan, dan pengendalian resiko diadakan 
untuk membantu pegawai, keluarga mereka, dan 
lingkungan sekitar dalam menanggulangi penyakit 
serius 
LA 9 
Hal-hal mengenai keselamatan dan kesehatan kerja 
tercantum secara formal dan tertulis dalam sebuah 
perjanjian resmi serikat pekerja 
d. Pendidikan 
dan Pelatihan LA 10 
Jumlah waktu rata-rata untuk pelatihan setiap 
tahunnya, setiap pegawai berdasarkan kategori 
pegawai 
LA 11 
Program keterampilan manajemen dan pendidikan 
jangka panjang yang mendukung kecakapan para 






Persentase para pegawai yang menerima penilaian 







Komposisi badan tata kelola dan penjabaran 
pegawai berdasarkan kategori, jenis kelamin, usia, 
kelompok minoritas, dan indikasi keanekaragaman 
lainnya 
LA 14 
Perbandingan upah standar antara pria dan wanita 
berdasarkan kategori pegawai 





Persentase dan total jumlah perjanjian investasi 
yang ada dan mencakup pasal mengenai HAM atau 
telah melalui evaluasi mengenai HAM 
HR 2 
Persentase dari mitra kerja  dan pemasok yang telah 
melalui proses seleksi berdasarkan prinsip-prinsip 
HAM yang telah dijalankan 
HR 3 
Total jumlah waktu pelatihan mengenai kebijakan 
dan prosedur yang terkait dengan aspek HAM yang 
berhubungan dengan prosedur kerja, termasuk 




Total jumlah kasus diskriminasi dan langkah 






Prosedur kerja yang teridentifikasi ketika hak untuk 
melatih kebebasan berserikat dan perundingan 
bersama menjadi beresiko dan langkah yang 
diambil untuk mendukung hak kebebasan berserikat 
tersebut 
d. Tenaga Kerja 
Anak HR 6 
Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki resiko 
akan adanya pekerja anak dan langkah yang diambil 
untuk penghapusan pekerja anak 
e. Pegawai Tetap 
dan Kontrak 
HR 7 
Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki resiko 
akan adanya pegawai tetap dan kontrak, serta 
langkah yang diambil untuk penghapusan pegawai 
kontrak 
f. Praktik 
Keselamatan  HR 8 
Persentase petugas keamanan yang dilatih seuai 
dengan kebijakan atau prosedur perusahaan yang 




g. Hak Penduduk 
Asli HR 9 
Total jumlah kasus pelanggaran yang berkaitan 
dengan hak masyarakat adat dan langkah yang 
diambil 




Sifat dasar, cakupan, dan keefektifan atas program 
dan kegiatan apapun yang menilai dan mengelola 
dampak operasi terhadap masyarakat, termasuk saat 




Persentase dan total jumlah unit usaha yang 
dianalisis memiliki resiko terkait tindakan 
penyuapan dan korupsi 
SO 3 
Persentase jumlah pegawai yang dilatih dalam 
prosedur dan kebijakan perusahaan terkait 
penyuapan dan korupsi 
SO 4 
Langkah yang diambil dalam mengatasi kasus 
tindakan penyuapan dan korupsi 
c. Kebijakan 
Publik SO 5 
Deskripsi kebijakan umum dan kontribusi dalam 
pengembangan kebijakan umum dan prosedur 
melobi public 
SO 6 
Perolehan keuntungan secara finansial dan bentuk 
keuntungan lainnya yang diperoleh dari hasil 
kontribusi kepada partai politik, politisi, dan 
instansi terkait oleh negara tempat perusahaan 
beroperasi 
d. Prilaku Anti 
Persaingan SO 7 
Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran 
ketentuan anti persaiangan, anti trust, praktik 
monopoli dan sanksinya 
e. Kepatuhan 
SO 8 
Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-
sanksi akibat pelanggaran hukum dan kebijakan 
INDIKATOR KINERJA TANGGUNG JAWAB PRODUK 
a. Keselamatan 
dan Kesehatan 
Konsumen PR 1 
Proses dan tahapan kerja dalam mempertahankan 
kesehatan dan keselamatan konsumen dalam 
penggunaan produk atau jasa yang dievaluasi untuk 
perbaikan dan persentase dari kategori produk dan 





Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan 
mekanisme kepatuhan yang terkait dengan 
kesehatan dan keselamatan konsumen dalam 




Produk dan Jasa 
PR 3 
Jenis informasi produk dan jasa yang dibutuhkan 
dalam prosedur kerja, dan persentase produk dan 
jasa yang terkait dalam prosedur tersebut 
PR 4 
Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan 
mekanisme kepatuhan yang terkait dengan 
informasi produk, jasa, dan pelabelan, diukur 
berdasarkan hasil akhirnya 
PR 5 
Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan 





Program-program yang mendukung adanya standar 
hukum dan mekanisme kepatuhan terkait dengan 
komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi, dan 
bentuk kerjasama, diukur berdasarkan hasil 
akhirnya 
PR 7 
Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan 
mekanisme kepatuhan yang terkait dengan 
komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi dan 





Jumlah total pengaduan yang tervalidasi berkaitan 
dengan pelanggaran privasi konsumen dan data 
konsumen yang hilang  
e. Kesesuaian PR 9 
Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-
sanksi akibat pelanggaran hukum dan kebijakan 
yang terkait dengan pengadaan dan penggunaan 
produk serta jasa 
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  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan 
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Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1); 
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Kesatu : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam 
lampiran sebagai ketua sidang, penguji I, penguji II dan sekretaris pada 
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